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ABSTRAK 

Pengaruh Kualitas Pelaku Pengadaan, Kualitas Penyedia, Kompensasi, 

dan Pengendalian Internal terhadap Fraud Pengadaan 

dengan Probity Audit sebagai Variabel Moderasi 

 

 
Oleh: 

Abu Nizarudin 

 
Probity audit merupakan jenis audit baru di Indonesia yang dilakukan secara real 

time di bidang pengadaan. Diharapkan probity audit yang diperkenalkan oleh BPKP 

pada tahun 2012 dapat mengurangi fraud pengadaan. Sebelumnya diyakini bahwa 

kualitas panitia pengadaan mempengaruhi fraud pengadaan dan didukung oleh 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh 

kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan pengendalian internal 

terhadap fraud pengadaan dengan probity audit sebagai variabel moderasi. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh auditor kantor perwakilan BPKP Provinsi Bangka 

Belitung dan auditor inspektorat Provinsi Bangka Belitung beserta auditor inspektorat 

kota/kabupaten. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner skala Likert 

tujuh poin dari 141 auditor dan 141 pelaku pengadaan yang diambil dengan 

menggunakan probability sampling dan dianalisis menggunakan Moderated 

Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa probity audit 

dapat bertindak sebagai variabel pemoderasi dan hanya gagal memoderasi pengaruh 

negatif kompensasi terhadap fraud pengadaan. Untuk kualitas penyedia, terdapat 

perbedaan peran probity audit dari sisi auditor dan dari sisi auditee. Dari perspektif 

auditor, probity audit dapat memoderasi pengaruh negatif kualitas penyedia terhadap 

fraud pengadaan. Di sisi lain, dari sudut pandang auditee, probity audit tidak dapat 

memoderasi pengaruh negatif kualitas penyedia terhadap fraud pengadaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa probity audit sangat penting dalam mengurangi fraud 

pengadaan dan memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi para pemangku 

kepentingan, terutama BPKP dan Inspektorat, dalam merumuskan kebijakan 

pengawasan mereka. 

 

KATA KUNCI: Kualitas Pelaku Pengadaan, Fraud Pengadaan, Real Time, 

Probity Audit 
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ABSTRACT 

The Influence of Quality of Procurement Parties, Quality of Suppliers, 

Compensation, and Internal Control on Procurement Fraud  

with Probity Audit as Moderating Variable 

 
By: 

Abu Nizarudin 

 
 

Probity audit is a new type of audit in Indonesia conducted in real time in the 

procurement field. It is hoped that probity audit introduced by BPKP in 2012 may 

mitigate procurement fraud. Previously it was believed that the quality of the 
procurement committee affected procurement fraud and was supported by previous 

studies. This study aimed to identify the effect of quality of the procurement parties, 

supplier quality, compensation, and internal control on procurement fraud with 
probity audit as a moderating variable. The study population consisted of all auditors 

of Bangka Belitung Province BPKP representative office and auditors of Bangka 

Belitung Province inspectorates along with city/regency inspectorate auditors. Data 
were collected using a seven-point Likert scale questionnaire from 141 auditors and 

141 procurement parties drawn by employing probability sampling and analyzed 

employing Moderated Regression Analysis (MRA). The results revealed that the 

probity audit can acts as a moderating variable and only fails to moderate the 
negative effect of compensation on procurement fraud. For the supplier quality, there 

are differences in the role of probity audit from the auditor's side and from the 

auditee's side. From the auditor's perspective, probity audit can moderate the 
negative influence of provider quality on procurement fraud. On the other hand, from 

the auditee's perspective, the probity audit cannot moderate the negative effect of 

supplier quality on procurement fraud. The results implied that probity audit is very 

crucial in mitigating procurement fraud and contributes meaningful thoughts to 
stakeholders, especially BPKP and the Inspectorates in formulating their supervisory 

policies. 

 

KEYWORDS: Quality of Procurement Parties, Procurement Fraud, Real Time, 

Probity Audit 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 
1.1 Latar Belakang 

 

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan. 

Pelaksanaan pembangunan ini sudah pasti memerlukan banyak barang/jasa. 

Kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa ini dikenal dengan nama pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang didanai dari APBN/APBD. Proses pengadaan ini 

dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

Untuk kelancaran proses ini, Pemerintah Indonesia membuat peraturan yang terus 

disempurnakan. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan 

barang/jasa pemerintah telah beberapa kali diubah karena masih terdapat 

kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah 

mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik. Peraturan yang 

berlaku sekarang adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Jadi, 

kebutuhan barang/jasa untuk pelaksanaan pembangunan di Indonesia perlu diatur 

dalam peraturan yang terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan.  

 
Pengadaan barang/jasa di satu sisi dapat mensejahterakan rakyat, namun di 

sisi lain sangat rawan terhadap kecurangan atau fraud (Rahino, 2018). Kebutuhan 

barang/jasa untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan aktivitas 

ekonomi masyarakat. Sebaliknya, dia juga dapat menciptakan terjadinya fraud. 

Fraud merupakan perbuatan curang atau kekeliruan yang dilakukan oleh individu 

atau badan  yang  mengerti  bahwa  kekeliruan tersebut bisa memberikan beberapa  
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manfaat yang tidak baik untuk individu atau badan lain (Ernst & Young, 2010), 

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial bagi si pelakunya 

(Bologna, Linclquist & Wells 1993). Fraud dapat memiliki pengaruh sosial dan 

psikologis yang cukup besar pada individu, bisnis, dan masyarakat, seperti 

menyebabkan runtuhnya perusahaan besar (CIMA, 2008). Walhasil, kesejahteraan 

rakyat dan fraud ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sebagai 

akibat pengadaan barang/jasa. 

 
Dari wawancara awal yang dilakukan oleh penulis baik kepada pihak 

auditor maupun panitia pengadaan diperoleh fakta bahwa pemerintah terus 

melakukan upaya dalam peningkatan integritas dan kompetensi pelaku pengadaan 

terkait dengan tingkat pendidikan dan persyaratan sebagai panitia pengadaan. 

Integritas moral merupakan syarat yang harus dimiliki oleh panitia pengadaan, di 

samping juga harus memiliki sertfikat keahlian pengadaan. Pemerintah melakukan 

uji fit dan proper dalam proses perekrutan pegawai pengadaan untuk menguji 

sikap integritas, objektivitas, dan kejujuran dari panitia pengadaan. Pemerintah 

juga menerapkan pakta integritas pada pengadaan dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 

pemerintah sangat menaruh perhatian besar terhadap kualitas panitia pengadaan.  

Di samping kualitas pelaku pengadaan, penulis juga melakukan 

wawancara awal mengenai kualitas penyedia, kompensasi, pengendalian internal. 

Wawancara juga dilakukan baik kepada auditor maupun auditee.  Terkait dengan 

penyedia, walaupun secara keseluruhan kualitas penyedia sudah baik, tetapi masih 

sering terjadi adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal waktu 



 
 
 
 

3 
 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak. Sebagian pegawai di bagian 

pengadaan merasa kompensasi yang diterima selama ini sudah memadai. 

Sebaliknya, sebagian lagi menganggap kompensasi belum memadai. Desain 

pengendalian internal dirasakan sudah cukup baik karena pemerintah terus 

melakukan penyempurnaan peraturan terkait pengadaan barang/jasa.   

Walaupun secara keseluruhan sudah cukup baik, tetapi fraud di Indonesia 

tetap saja terjadi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut ini: 

Tabel I.1 Kasus Korupsi per Provinsi Semester I tahun 2020 
 

No Provinsi 
Jumlah 
Kasus 

No Provinsi 
Jumlah 
Kasus 

1 Jawa Tengah 17 17 Maluku 4 

2 Jawa Timur 16 18 Papua 4 

3 Sumatera Utara 13 19 Bengkulu 3 

4 Jawa Barat 10 20 Kalimantan Selatan 3 

5 Riau 9 21 Lampung 3 

6 Sumsel 9 22 Maluku Utara 3 

7 DKI Jakarta 7 23 NTB 3 

8 NTT 7 24 Sulawesi Tengah 3 

9 Kep. Riau 6 25 Sulawesi Utara 3 

10 Sulawesi Selatan 6 26 Sulawesi Barat 3 

11 Kalimantan tengah 5 27 Banten 2 

12 Kalimantan Timur 5 28 Gorontalo 2 

13 Sulawesi Tenggara 5 29 Kalimantan Barat 2 

14 Aceh 4 30 Sulawesi Barat 2 

15 Bali 4 31  Jambi 1 

16 Kep. Bangka Belitung 4 32 Papua Barat 1 
Sumber: ICW, 2020 

 

Dari Tabel I.1 terlihat bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 32 

provinsi memiliki kasus fraud. Provinsi Jawa Tengah menduduki ranking pertama 

dengan 17 kasus fraud disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara 

masing-masing memiliki 16 kasus dan 13 kasus.  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung menduduki ranking ke-16 dengan 4 kasus. Artinya Provinsi Bangka 

Belitung menduduki urutan tengah sehingga adalah tepat dijadikan objek 
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penelitian karena dapat mewakili provinsi yang memiliki jumlah kasus fraud 

tinggi dan rendah. 

Selain itu juga, UKPBJ Provinsi Bangka Belitung telah berhasil meraih 

National Procurement Award untuk kategori “UKPBJ sebagai Pusat Unggulan 

(Center Of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2018, 2019, dan 2020.  

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung sangat fokus 

perhatiannya terhadap bidang pengadaan barang/jasa.  UKPBJ sebagai Pusat 

Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ sebagai 

PKP-BJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, 

berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan 

sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat 

dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia (LKPP, 2021). UKPBJ 

Provinsi Bangka Belitung sudah menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya sehingga UKPBJ-UKPBJ tersebut 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga. 

Fraud di bidang pengadaan barang/jasa dikenal dengan istilah fraud 

pengadaan barang/jasa (procurement fraud) yang definisinya banyak 

dikemukakan oleh institusi. Procurement fraud didefinisikan sebagai penipuan 

yang disengaja untuk memengaruhi secara negatif setiap tahap proses pengadaan 

sehingga menghasilkan keuntungan finansial atau menyebabkan kerugian 

organisasi (UCL, 2013). Menurut NFA (2011) procurement fraud adalah suatu 

tindakan penipuan yang disengaja dimaksudkan untuk memengaruhi setiap tahap 

siklus pengadaan agar dapat memperoleh keuntungan finansial atau menyebabkan 

kerugian. Definisi yang sama juga digunakan oleh The UK National Fraud 
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Authority (Clements, 2014) yang merupakan Otoritas Fraud di Inggris. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa procurement 

fraud adalah suatu tindakan penipuan yang disengaja dan melanggar hukum yang 

dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap siklus pengadaan agar dapat 

memperoleh keuntungan finansial yang  menyebabkan kerugian organisasi. 

Terdapat tiga bentuk fraud (Biegelman & Bartow, 2006) dalam praktik. 

Pertama, Kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statements). Kedua, 

penyalahgunaan aset (asset misappropriation). Terakhir, korupsi (corruption). 

Dari ketiga bentuk fraud tersebut, kasus procurement fraud yang umumnya 

berlangsung di Indonesia berupa korupsi gratifikasi ilegal dan suap (bribery). 

Corruption cases yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

hampir 80 persen berasal dari sektor pengadaan barang/jasa (Syahayani, 2017). 

Sektor pengadaan barang/jasa adalah titik rawan tindak pidana korupsi (KPK, 

2017). dimulai dari tahap perencanaan pengadaan berupa penggelembungan 

(mark-up) budget yang membahayakan finansial negara. Akibatnya, KPK 

memberikan perhatian serius terhadap korupsi pengadaan barang/jasa. 

 
Uraian tersebut di atas memunculkan pertanyaan mengapa fraud pada 

umumnya dan procurement fraud pada khususnya dapat terjadi. Menurut Fraud 

Triangle Theory (Cressey, 1953) ada tiga faktor yang menyebabkan fraud terjadi 

yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization). 

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa antara lain integritas sebagai proksi 

dari peluang (Lanyi & Azfar. 2005; Hernandez & Groot, 2007; Dikolli, Mayew, 
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Steffen, 2012; Chen, Cumming, Hou & Lee, 2013; Mathenge, 2014; Schuchter 

Levi, 2015; Bakri, Mohamed & Said, 2017; Yasmin, 2018), kualitas penyedia 

sebagai proksi dari peluang (Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Clements, 2014; 

Jakobsson, 2016; Nurharjanti, 2017), kompensasi sebagai proksi dari tekanan 

(Erickson, Hanlon & Maydew, 2006; Bruner, McKee & Santore, 2008; Johnson, 

Ryan, & Tian, 2009; Mei Feng, Weili Ge, Shuqing Luo  & Shevlin, 2011; 

Shintadevi, 2015; Conyon & Lerong He, 2016; Oktavia, Sayekti Prasetyo, 2018 ; 

Yasmin, 2018), dan pengendalian internal sebagai proksi peluang dan pembenaran 

(Khanna & Arora, 2009; Ernst & Young, 2010; Deloitte, 2015; Joseph, Albert & 

Byaruhanga, 2015; Adetiloye, Olokoyo & Taiwo, 2016; Kabue & Aduda, 2017). 

 
Minimnya integritas yang ada pada panitia pengadaan barang/jasa 

menyebabkan implementasi procurement menjadi kurang bermutu, karenanya 

menimbulkan peluang (opportunity) bagi mereka untuk bertindak curang. Ini 

sejalan dengan fraud triangle theory (Cressey, 1953). Orang-orang yang memiliki 

integritas mengatakan kebenaran dan memegang kata-kata mereka serta 

bertanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui 

kesalahan yang dilakukan dan mengoreksinya (Welch & Welch, 2005). Integritas 

itu sendiri sangat sulit untuk terpenuhi karena sudah sejak lama orang menerima 

korupsi sebagai hal yang lumrah (Integrated Action, 2017). Jadi, panitia 

pengadaan mutlak harus memiliki integritas agar procurement berjalan dengan 

baik. 

 
Penelitian mengenai fraud sudah banyak dilakukan dengan menggunakan 

integritas sebagai variabel independen. Penelitian sebelumnya umumnya setuju 
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bahwa integritas dapat menghalangi terjadinya fraud (Lanyi & Azfar. 2005; 

Hernandez & Groot, 2007; Dikolli, Mayew & Steffen, 2012; Chen, Cumming, 

Hou & Lee , 2013; Mathenge, 2014; Schuchter & Levi, 2015; Bakri, Mohamed & 

Said, 2017; Yasmin, 2018). Lanyi & Azfar (2005) mendukung pandangan bahwa 

integritas tinggi yang dimiliki oleh individu akan senantiasa meyakinkan bahwa 

mereka berperilaku secara jujur dan jujur dalam melayani publik. Integritas baik 

dalam bentuk etika maupun lingkungan pengendalian adalah dua item yang sangat 

krusial sehubungan dengan tendensi fraud yang dilakukan individu (Hernandez & 

Groot, 2007). 

 
Dikolli, Mayew & Steffen (2012) membuktikan bahwa integritas 

manajerial, seperti kemampuan manajemen & CEO untuk mengembangkan 

kebijakan & prosedur yang berdasarkan hukum dan regulasi, akan mengurangi 

aktivitas fraud. Tingkat integritas yang tinggi antara penyedia potensial dan 

panitia pengadaan diperlukan, agar sistem public procurement di Indonesia dapat 

berlangsung secara baik (Maulidi, 2017). Integritas karyawan berperan dalam 

pengendalian diri dalam melakukan fraud pengadaan barang (Yasmin, 2018). 

 
Bakri, Mohamed & Said (2017) menyatakan bahwa integritas merupakan 

suatu nilai yang penting dalam meminimalisir terjadinya fraud. Para pimpinan 

perusahaan yang berintegritas tinggi condong untuk mematuhi peraturan 

perusahaan yang membuat mereka berperilaku etis dan pada akhirnya dapat 

menghindari kecurangan (Chen, Cumming, Hou & Lee, 2013). Tingkat integritas 

yang rendah akan mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas korupsi 

(Mathenge, 2014; Schuchter & Levi, 2015). Rosalina & Firmanto (2012) justru 
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memberikan hasil berbeda yaitu bahwa integritas tidak memiliki pengaruh 

terhadap fraud yang dilakukan oleh staf divisi keuangan dan pengadaan. 

 
Beberapa penelitian mengenai fraud yang dilakukan di Indonesia 

menggunakan integritas sebagai dimensi dari kualitas panitia pengadaan , di 

samping kompetensi dan objektivitas (Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Nurharjanti, 

2017; Gusnita, Hasan & Rasuli, 2019; Setiawan, Sujana, &,Wahyuni  2020;  Sari 

& Suartana 2020; Jati, Andesto & Fahria, 2020; Juliantini & Padnyawati, 2020). 

Penelitian Nurharjanti (2017), Gusnita, Hasan & Rasuli (2019), Setiawan, Sujana 

&,Wahyuni  (2020) dan Sari & Suartana (2020) membuktikan bahwa kualitas 

panitia pengadaan memengaruhi terjadinya fraud pengadaan. Sebaliknya, Jati, 

Andesto & Fahria (2020) dan Juliantini & Padnyawati (2020) justru membuktikan 

bahwa bahwa kualitas panitia pengadaan tidak memengaruhi fraud pengadaan. 

Penelitian Jatiningtyas & Kiswara (2011) menggunakan dua kelompok responden 

yang berbeda dan memberikan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Jatiningtyas & 

Kiswara (2011) dengan menggunakan responden pihak internal instansi 

membuktikan bahwa kualitas panitia pengadaan tidak memengaruhi procurement 

fraud. Sebaliknya, dari responden auditor Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) membuktikan bahwa kualitas panitia pengadaan 

memengaruhi procurement fraud. 

 
Faktor kedua yang mempengaruhi fraud barang/jasa adalah kualitas 

penyedia. Istilah penyedia dalam penelitian ini sama dengan istilah vendor, suplier 

atau pemasok. Penyedia adalah mereka yang berpartisipasi dalam pengadaan dan 

merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (PP 
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Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana disebutkan di atas. Kualitas penyedia adalah 

penyedia yang telah memenuhi persyaratan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa 

(Mutai & Okello, 2016) berupa komitmen kualitas, stabilitas keuangan, dan 

kompetensi penyedia. 

 
Profesionalisme atau kualitas penyedia mempengaruhi keberhasilan sistem 

pengadaan barang/jasa (Jatiningtyas & Kiswara, 2011). Untuk mendapatkan 

penyedia yang berkualitas atau profesional untuk barang/jasa tertentu dari sisi 

harga, kualitas, kuantitas, product offering, dan lead time bukan suatu pekerjaan 

yang mudah (Jakobsson, 2016). Fraud pengadaan terjadi antara lain apabila 

penyedia berusaha memberikan barang dan jasa inferior agar dapat menghemat 

biaya yang mereka lakukan dengan cara yang sangat canggih dan untuk 

mengelabui pembeli, sehingga pembeli yakin bahwa produk tersebut asli 

(Clements, 2014). Nurharjanti (2017) membuktikan bahwa kualitas penyedia 

berpengaruh terhadap terjadinya fraud pengadaan, sebaliknya Jatiningtyas & 

Kiswara (2011) membuktikan bahwa kualitas penyedia tidak memengaruhi 

terhadap fraud pengadaan. 

 
Selanjutnya, faktor ketiga yang diduga memengaruhi fraud adalah 

kompensasi. Bruner, McKee & Satore (2008), Johnson, Ryan & Tyan (2009), dan 

Mei Feng, Weili Ge, Shuqing Luo & Shevlin (2011) menyimpulkan bahwa 

kemungkinan terjadinya fraud secara signifikan berhubungan dengan kompensasi 

eksekutif. Conyon & Lerong He (2016) membuktikan bahwa kompensasi CEO 

lebih rendah di perusahaan yang melakukan fraud yang lebih parah. Perusahaan-

perusahaan memberikan sanksi kepada para CEO atas fraud yang terjadi dengan 
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menurunkan gaji mereka. Sebaliknya, Erickson, Hanlon & Maydew (2006) 

membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan kompensasi eksekutif dengan fraud. 

Penelitian di Indonesia mengenai pengaruh kompensasi terhadap fraud telah 

dilakukan. Oktavia, Sayekti & Prasetyo (2018) dan Shintadevi (2015) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif kompensasi terhadap fraud. 

Sebaliknya, Yasmin (2018) menunjukkan bahwa penghasilan karyawan tidak 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pengendalian diri 

dalam melakukan procurement fraud. 

Faktor keempat diduga berpengaruh terhadap fraud adalah pengendalian 

internal. Melalui pengendalian internal, manajemen dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya tindakan fraud (termasuk pengadaan barang/jasa). Hal ini 

dikarenakan manajemen dapat membatasi berbagai akses dan kesempatan untuk 

mencegah fraud (Joseph, Albert & Byaruhanga, 2015). 

 
Adetiloye, Olokoyo & Taiwo (2016) membuktikan bahwa pengendalian 

internal dapat mencegah fraud, walaupun tidak semua staf berkomitmen untuk itu. 

Adetiloye, Olokoyo & Taiwo (2016) merekomendasikan adanya peningkatan 

keterlibatan staf yang memiliki kompetensi untuk mengurangi fraud dalam sistem 

perbankan. Kabue & Aduda (2017) mengindikasikan bahwa terdapat hubungan 

negatif dan signifikan antara reconciliation control dan tingkat pencegahan dan 

pendeteksian fraud serta terdapat hubungan negatif antara financial governance 

control dan tingkat pencegahan dan pendeteksian fraud. Sebaliknya, hubungan 

antara reporting and budget control dan tingkat pencegahan dan pendeteksian 

fraud berhubungan positif dan signifikan. 
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Khanna & Arora (2009) percaya bahwa alasan peningkatan fraud adalah 

karena prosedur tidak sepenuhnya dilaksanakan. Kantor Akuntan Publik Ernst & 

Young (2010) dan Deloitte (2015) telah berusaha membantu menghindari fraud 

dengan beberapa cara. Pendeteksian atau pencegahan fraud tidak boleh 

terlewatkan dan tidak terdeteksi dalam setiap tahun pembukuan di mana harus ada 

proses kontrol dan audit internal yang efektif. 

 
Uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih 

memberikan hasil yang inkonklusif (Rosalina & Firmanto, 2012; Nurharjanti, 

2017; Jatiningtyas & Kiswara, 2011; Erickson, Hanlon & Maydew, 2006; 

Yasmin; 2018), sehingga diduga ada variabel yang memoderasi pengaruh variabel 

kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan pengendalian 

internal terhadap procurement fraud. 

 
Berdasarkan research gap dan fenomena yang dikemukakan sebelumnya, 

penulis menilai bahwa masih ada celah atau ruang untuk melakukan penelitian 

(There is still another room to do research). Variabel yang diduga dapat 

memoderasi tersebut adalah probity audit yang diperkirakan dapat memperkuat 

pengaruh variabel kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, kompensasi, dan 

pengendalian internal terhadap procurement fraud. Probity audit (BPKP, 2012) 

merupakan kegiatan independent assessment untuk mendapatkan keyakinan 

bahwa proses pengadaan telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip 

penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan 

perundangan yang diterapkan yang bertujuan agar dapat meningkatkan 

akuntabilitas penggunaan dana sektor publik dapat ditingkatkan. 
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Alasan penggunaan variabel probity audit adalah keunikan dari 

pelaksanaannya yang real time yang berbeda dengan jenis audit lainnya, sehingga 

di samping memiliki unsur audit, probity audit juga memiliki unsur pengawasan. 

Probity audit hanya dilaksanakan untuk proyek yang sesuai dengan persyaratan 

tertentu seperti strategis sifatnya, sehubungan dengan basic services bagi 

masyarakat, menjadi persoalan politik, dan berisiko tinggi (BPKP, 2012). 

Penelitian sebelumnya juga sudah ada yang menggunakan audit sebagai variabel 

moderasi (Kamarudin, Samsuddin & Ismail, 2012; Al Daoud, Al-Sraheen & 

Alslehat, 2015). Di samping penelitian sebelumnya memberikan hasil yang 

inkonklusif, alasan penggunaan variabel moderasi bisa juga karena 

kompleksitasnya perilaku (MacKinnon, 2011) yang dalam penelitian ini adalah 

perilaku pelaku pengadaan dan penyedia. 

 
Probity audit baru diterapkan di pengadaan Indonesia tahun 2013 yang 

merupakan pendekatan audit secara real time untuk mengatasi berbagai fraud 

dalam proses pengadaan barang/jasa yang telah dipraktikkan di beberapa negara 

maju. Probity audit bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa proses 

penyelenggaraan kegiatan sektor publik seperti pengadaan, penjualan aset, dan 

pemberian sponsor/hibah berlangsung secara wajar, obyektif, transparan, dan 

akuntabel. 

 
Penelitian mengenai probity audit masih sedikit dilakukan. Hanya ada 6 

studi yang teridentifikasi dengan menggunakan kata kunci probity audit dan 

korupsi (corruption). Dua studi dilakukan di Australia dan dipublikasikan di 

jurnal Inggris (Ng & Ryan, 2001; Ryan & Ng, 2002) dan empat studi lainnya 
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dilakukan dan dipublikasikan di jurnal nasional di Indonesia (Primahadi & 

Yudanti, 2015; Primahadi & Utami, 2017; Fuddloilulhaq & Usman, 2017; 

Ramadhan & Arifin, 2019). 

 
Probity audit akhir-akhir ini telah digunakan oleh sektor publik di 

Australia dalam aktivitas seperti pengadaan, pelepasan aset dan kontrak layanan 

(Ng & Ryan, 2001). Mereka menyediakan satu cara untuk menunjukkan proses 

pemerintah yang terbuka dan akuntabel, dan meyakinkan pembayar pajak bahwa 

mereka menerima value for money. Survei terkait probity audit menyimpulkan 

bahwa banyak yang telah melakukan probity audit dalam praktiknya tetapi konsep 

tersebut tidak sepenuhnya dipahami. Lebih lanjut, mayoritas audit yang dilakukan  

adalah "real-time" dan dilakukan oleh pihak di luar sektor publik. 

 
Ryan & Ng (2002) melakukan survei yang menunjukkan bahwa sekitar 

setengah dari auditors-general melakukan probity audit dan bahwa independensi 

adalah perhatian utama bagi mereka yang tidak melakukan tugas-tugas ini. 

Primahadi & Yudanti (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

tingkat penyimpangan yang terjadi antara lembaga yang melaksanakan probity 

audit dan lembaga yang tidak melaksanakan probity. 

 
Primahadi & Utami (2017) membuktikan bahwa diperlukan probity audit 

dalam mengawasi pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) dan probity audit terbukti memberikan keyakinan yang memadai 

terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan mampu menghindari terjadinya 

pelanggaran regulasi. Fuddloilulhaq & Usman (2017) menunjukkan bahwa 

implementasi probity audit oleh BPKP Pusat telah dilakukan dengan baik, tetapi 
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masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan terutama dalam penetapan 

ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan follow up hasil 

audit. Ramadhan & Arifin (2019) menunjukkan bahwa implementasi probity audit 

oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 belum berjalan secara 

maksimal, sehingga masih sedikit peran dalam menghindari penipuan pengadaan. 

Hal ini dikarenakan data sampling masih digunakan dalam proses probity audit 

dan belum dilakukan tahapan probity audit secara keseluruhan. Selain itu terdapat 

eterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, kompetensi auditor, waktu, sumber 

daya manusia, dan dokumentasi dalam implementasi probity audit. 

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penggu- 

naan variabel probity audit sebagai variabel moderasi. Terdapat sedikit penelitian 

yang menggunakan variabel probity audit sebagaimana dikemukakan di atas, 

apalagi menggunakan probity audit sebagai variabel moderasi. Beberapa alasan 

dapat dikemukakan perlunya variabel moderasi dan penggunaan probity audit 

sebagai variabel moderasi. Pertama, kompleksitasnya perilaku (MacKinnon,  

2011) yang dalam penelitian ini adalah perilaku pelaku pengadaan dan penyedia. 

Kedua, penelitian sebelumnya juga sudah ada yang menggunakan audit sebagai 

variabel moderasi (Kamarudin, Ismail & Samsuddin, 2012; Al Daoud, Al-Sraheen 

& Alslehat, 2015), sehingga tepat apabila probity audit digunakan sebagai 

variabel moderasi. Ketiga, keunikan dari probity audit yang berlangsung secara 

real time berbeda dengan jenis audit lainnya, sehingga di samping memiliki unsur 

audit, probity audit juga memiliki unsur pengawasan. Keempat, Probity audit 

baru diterapkan di pengadaan barang dan jasa Indonesia tahun 2013, sehingga 
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memunculkan pertanyaan apakah probity audit dapat memperkuat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 
Studi ini menggunakan dimensi integritas moral sebagai pelengkap 

dimensi integritas untuk variabel kualitas pelaku pengadaan, karena pemahaman 

integritas yang baik adalah dalam bentuk kesadaran moral (Wisesa, 2011). 

Menurut Wisesa (2011) pemahaman makna integritas harus mencakup baik skala 

perilaku yang ditunjukkan oleh individu maupun prinsip moral yang dipegang 

oleh individu. Lebih lanjut integritas tidak hanya menunjuk pada perilaku etis, 

tetapi juga integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral universal yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ini berimplikasi bahwa setiap 

perilaku etis tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berintegritas dan perilaku 

etis yang dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moral universal yang hanya dapat 

dikatakan berintegritas moral. 

Dengan adanya pelaku pengadaan dan penyedia yang berkualitas, 

kompensasi, dan pengendalian internal diharapkan dapat memengaruhi fraud 

pengadaan yang pengaruh ini dapat diperkuat dengan pelaksanaan probity audit 

secara real time. Penggunaan probty audit sebagai variabel moderasi juga tepat 

karena suatu aktivitas atau transaksi dalam suatu organisasi atau perusahaan tetap 

berjalan tanpa dilakukannya audit. Hal inilah yang membuat departemen audit 

adalah departemen terakhir dibentuk dalam suatu organisasi atau suatu 

perusahaan, walaupun organisasi atau perusahaan tersebut telah berdiri bertahun-

tahun. Bahkan, beberapa perusahaan besar tidak memiliki departemen audit 

sepanjang berdirinya.  Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari sifat audit itu sendiri 
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yang merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memastikan atau 

meyakinkan apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai prosedur, 

  
Studi ini menggunakan responden pihak auditor dan pihak auditee.  Pihak 

auditor adalah auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Bangka 

Belitung dan auditor yang bekerja di inspektorat kabupaten/kota/provinsi yang ada 

di Provinsi Bangka Belitung, sedangkan pihak auditee adalah pelaku pengadaan 

yang bekerja di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan mereka yang 

berkantor di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota/provinsi di 

Provinsi Bangka Belitung. Tujuan pemisahan dua kelompok responden ini adalah 

untuk melihat bagaimana urgensi probity audit tidak hanya dari sudut pandang 

auditor tetapi juga sudut pandang auditee sebagai pihak terperiksa yang mungkin 

tingkat penerimaan atau pemahaman mereka atas pelaksanaan probity audit masih 

beragam. Dengan demikian, penggunaan dua kelompok responden ini adalah 

tepat. 

Menyimak penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya adalah tepat 

apabila penulis memberi judul penelitian ini sebagai berikut: “Pengaruh Kualitas 

Pelaku Pengadaan, Kualitas Penyedia, Kompensasi, dan Pengendalian 

Internal terhadap Fraud Pengadaan dengan Probity Audit sebagai Variabel 

Moderasi”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diformulasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 
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 Bagaimana pengaruh kualitas pelaku pengadaan, kualitas penyedia, 

kompensasi, dan pengendalian internal terhadap fraud pengadaan dengan 

probity audit sebagai variabel moderasi? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas pelaku pengadaan terhadap fraud 

pengadaan dengan probity audit sebagai variabel moderasi. 

 
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas penyedia terhadap fraud pengadaan 

dengan probity audit sebagai variabel moderasi. 

 
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh kompensasi terhadap fraud pengadaan 

dengan probity audit sebagai variabel moderasi. 

 
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh pengendalian internal terhadap fraud 

pengadaan dengan probity audit sebagai variabel moderasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai 

berikut: 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang 

akuntansi keuangan khususya terkait dengan Fraud Triangle Theory dan 

memecahkan permasalahan terkait sering terjadinya procurement fraud dengan 

menawarkan peran moderasi dari probity audit.  
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti  

bagi BPKP dan Inspektorat dalam memformulasi kebijakan pengawasan terkait 

dengan pentingnya pelaksanaan probity audit dalam upaya mengurangi fraud, 

khususnya fraud pengadaan. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi masukan 

dalam menempatkan pegawai yang akan bertugas sebagai pelaku pengadaan 

sehingga tujuan pengadaan dapat tercapai. Bagi penulis sendiri, penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengelola, 

memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat 

bagi ilmu akuntansi dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat 

pengakuan dengan mempublikasikannya di jurnal bereputasi internasional. 
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